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ABSTRACT

Much research has been carried out regarding collaborative governance in flood disaster
mitigation. However, there has been no research regarding the structure of knowledge
development on the topic of collaborative governance, flood disaster mitigation. Therefore,
it is necessary to understand collaborative governance for flood disaster mitigation through
a systematic literature review process as an effort to find novelry. The systematic literature
review process was carried out using PRISMA guidelines. The literature search site used is
Google Scholar. The inclusion criteria for the selected articles are: 1) Published in English
and Indonesian, 2) Published from 2018-2023, 3) Availability of literature using articles with
Jull text, 4) Publication stage in the form of final press and 5) Document type in the form of
a journal . The development of publications in the field of collaborative governance in flood
disaster management in Indonesia shows an increase in numbers from year to year, with the
most publications in the period 2018 to 2023, namely in 2023 with the prominent heyword
"disaster" which has a connection between keywords and keywords. others are "mitigation"
and "flash flood". The analysis carried out by researchers revealed that there are six aspecs
that are dimensions in collaborative governance for flood disaster mitigation, including:
Network structure, Commitment to shared goals, Trust between participants, Access 1o
authority, Sharing information, Access to resources. The aspect that is much discussed is
commitment to goals, while the aspect that is less discussed is access to power. Therefore,
researchers suggest that aspects that have not been widely discussed, namely access to power,
be studied more in future research.
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ABSTRAK

Penelitian mengenai collaborative governance mitigasi bencana banjir telah banyak dilakukan.
Namun, penelitian mengenai struktur perkembangan pengetahuan dengan topik collaborative
governance mitigasi bencana banjir belum ada yang meneliti. Oleh karena itu, perlu
mengetahui collaborative governance mitigasi bencana banjir melalui proses systematic
literature review sebagai upaya menemukan kebaruan. Proses systematic literature review
dilakukan dengan menggunakan pedoman PRISMA. Adapun situs pencarian literatur yang
digunakan adalah Google Scholar. Kriteria Inklusi dari artikel yang dpilih ialah: 1)
Dipublikasikan dengan Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, 2) Dipublikasikan daritahun
2018-2023, 3) Ketersediaan literatur menggunakan artikel dengan teks lengkap, 4) Tahap
publikasi berupa final press dan 5) Tipe dokumen berupa journal. Perkembangan publikasi
bidang collaborative governance dalam penanggulangan bencana banjir di Indonesia
menunjukkan peningkatan jumlah dari tahun ke tahun, dengan publikasi terbanyak pada
periode tahun 2018 hingga tahun 2023 yaitu pada tahun 2023 dengan kata kunci yang menonjol
yaitu “disaster” yang memiliki ketersambungan kata kunci dengan kata kunci lainnya yaitu
“mitigation” dan “flash flood”. Analisis yang dilakukan peneliti mengungkapkan, ada enam
aspek yang menjadi dimensi dalam tata kelola kolaboratif mitigasi bencana banjir, antara lain:
Struktur jaringan , Komitmen terhadap tujuan bersama, Kepercayaan antar peserta, Akses
terhadap otoritas, Berbagi informasi, Akses terhadap sumber daya. Aspek yang banyak dibahas
adalah komitmen terhadap tujuan, sedangkan aspek yang kurang banyak dibahas adalah akses
terhadap kekuasaan. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar aspek yang belum banyak
dibahas yaitu akses terhadap kekuasaan lebih banyak diteliti pada penelitian selanjutnya.

Kata kunci : collaborative governance, mitigasi banjir, systematic literature review



Pendahuluan

Indonesia terletak di Cincin Api
Pasifik sehingga rawan terhadap bencana
(Basuki, 2019). Berbagai bencana alam,
termasuk banjir, sering terjadi di Indonesia
(Madani et al., 2022). Banjir ini merupakan
bencana alam yang melanda wilayah yang
dialiri sungai dengan jumlah yang cukup
banyak (Madani et al., 2022). Banjir
merupakan kondisi di mana air meluas di
suatu daerah sehingga menutupi permukaan
tanah di wilayah tersebut (Muhammad &
Aziz, 2020). Banjir membawa kerusakan
serta mengganggu jalannya aktivitas
ekonomi dan sosial (Faiza et al., 2022).
Banjir ini adalah yang pertama dalam skala
global dan menyebabkan 55% dari semua
bencana serta 38% di Indonesia. Banjir
menimbulkan banyak kerugian baik secara
materil (harta benda) maupun moral
(psikologis) (Romadhan et al., 2023) oleh
sebab itu pemerintah merencanakan
langkah-langkah pencegahan dan mitigasi
bencana sebelum dan sesudah bencana

benar-benar terjadi (Arfani, 2022).

Menurut data statistik dari BNPB,
telah tercatat 8.333 kejadian banjir di
Indonesia mulai dari tahun 2014 hingga
2023. Walaupun fenomena tersebut
mengalami perkembangan dinamis dalam
kurun waktu 10 tahun terakhir, namun

terlihat bahwa angka kejadian banjir dari

tahun 2015 hingga 2020 terus meningkat.
Peningkatan terjadi setelah tahun 2019.
Tahun 2020 mencatatkan rekor tinggi
dalam jumlah banjir di Indonesia, mencapai
1.531 kejadian banjir. Namun demikian,
meskipun statistik banjir menunjukkan
penurunan sejak 2021, kerusakan yang
diakibatkannya  jauh  lebih  besar
dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya. Dalam kurun waktu sepuluh
tahun terakhir, jumlah kejadian banjir
terendah tercatat pada tahun 2023, dengan

hanya terjadi 351 kasus.

Perkembangan publikasi terkait
topik penelitian collaborative governance
di Indonesia  mengalami  jumlah
perkembangan yang pesat dari tahun ke
tahunnya. Hal ini menunjukkan para
peneliti banyak yang tertarik untuk meneliti
lebih lanjut mengenai collaborative
governance di Indonesia. Perkembangan
publikasi terkait topik collaborative
governance di Indonesia dari tahun 2018-
2023, setiap tahunnya  mengalami
peningkatan yang signifikan. Jumlah
publikasi terbanyak tentang collaborative
governance di Indonesia ada pada tahun
2023 yaitu sejumlah 20.000. Sedangkan,
jumlah publikasi paling sedikit tentang
collaborative governance di Indonesia
yaitu pada tahun 2018 yaitu sejumlah

6.860.



Perkembangan publikasi terkait
topik penelitian mitigasi banjir di Indonesia
mengalami jumlah perkembangan yang
pesat dari tahun ke tahunnya. Hal ini
menunjukkan para peneliti banyak yang
tertarik untuk meneliti lebih lanjut
mengenai mitigasi banjir di Indonesia.
Perkembangan publikasi terkait topik
mitigasi banjir di Indonesia dari tahun
2018-2023, setiap tahunnya mengalami
peningkatan yang signifikan. Jumlah
publikasi terbanyak tentang mitigasi banjir
di Indonesia ada pada tahun 2023 yaitu
sejumlah  4.020. Sedangkan, jumlah
publikasi paling sedikit tentang mitigasi
banjir di Indonesia yaitu pada tahun 2018
yaitu sejumlah 1.260.

Perkembangan publikasi terkait
topik penelitian collaborative governance
mitigasi banjir di Indonesia mengalami
jumlah perkembangan yang pesat dari
tahun ke tahunnya. Hal ini menunjukkan
para peneliti banyak yang tertarik untuk
meneliti lebih lanjut mengenai
collaborative governance mitigasi banjir di
Indonesia. Perkembangan publikasi terkait
topik collaborative governance mitigasi di
Indonesia dari tahun 2010-2023, setiap
tahunnya mengalami peningkatan yang
signifikan. Jumlah publikasi terbanyak
tentang collaborative governance mitigasi
banjir di Indonesia ada pada tahun 2023
yaitu sejumlah 158. Sedangkan, jumlah

publikasi paling sedikit tentang
collaborative governance mitigasi banjir di
Indonesia yaitu pada tahun 2011 yaitu

sejumlah 2.

Penelitian mengenai collaborative
governance yang diambil dari database
Google Scholar. Perkembangan pesat pada
topik ini sayangnya tidak dibahas lebih
lanjut dalam penelitian selanjutnya yang
struktur

membahas mengenai

perkembangan pengetahuan
pada topik “Collaborative Governance
pada Mitigasi Bencana Banjir di
Indonesia”. Oleh karena itu, peneliti tertarik
untuk meneliti mengenai “Collaborative
Governance Mitigasi Bencana Banjir di

Indonesia: Systematic Literature Review

(SLR) dari Tahun 2018 Sampai 2023”.
Metode Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan
adalah  deskriptif  kualitatif ~ dengan
menggunakan metode System Literature
Review (SLR) bertujuan untuk memberikan
gambaran yang rinci dan akurat tentang
suatu fenomena. System Literature Review
(SLR) dipilih sebagai langkah untuk
mengumpulkan data berkualitas tinggi dari

berbagai sumber.

Data sekunder dipilih peneliti untuk
memperoleh sumber data yang digunakan
dalam penelitian ini. Sumber data yang

digunakan merupakan sumber data yang



tidak diperoleh secara langsung, namun
diperoleh melalui artikel yang telah
terpublikasi dalam jurnal nasional dan
internasional ternama dengan topik tertentu

yaitu Google Scholar.

Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah sistematika literatur
review (SLR), yaitu metode yang mengkaji
topik  pembahasan  tertentu  yang
diidentifikasi ~ dan  disusun  untuk
dikategorikan, dievaluasi, disimpulkan, dan
dipilih berdasarkan tolak ukur yang telah
ditentukan berdasarkan bukti dan fakta

penelitian kualitatif.

Teknik analisis data menggunakan
metode systematic literature review (SLR)
melalui database google scholar dengan
menggunakan ketentuan inklusi dan
eksklusi serta menggunakan kata kunci
"collaborative governance" OR
“collaborative actor” OR  “governance
participation” AND “disaster mitigation”
AND “flood” AND “Indonesia. Hasil
publikasi dokumen dikumpulkan melalui
Google Scholar. Microsoft Excel dan

VosViewers digunakan sebagai alat untuk

ekstraksi dan visualisasi data.
Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan tren perkembangan
kata kunci yang telah  dianalisis
menggunakan VosViewers, terdeteksi kata

kunci  yang telah  dikelompokkan

berdasarkan warna. Warna-warna yang ada
disetiap kata kunci menunjukkan tahun
perkembangannya. Semakain terang warna
kata kunci tersebut, maka kata kunci
tersebut termasuk dalam tren yang baru.
Kata kunci yang memiliki keterbaruan pada
perkembangan tahun 2018-2023
ditunjukkan dengan warna kuning. Kata
kunci yang terdeksi warna kuning, antara

lain: flash flood, governance, flash rob,

environmental education, risk.

Kata kunci berikutnya terdeteksi
warna hijau yang menunjukkan keterbaruan
pada perkembangan tahun 2018-2023 yang
berada pada posisi 1 tingkat di bawah kata
kunci yang terdeteksi warna kuning. Kata
kunci yang terdeteksi warna hijau, antara
lain : disaster, flood disaster, disaster
management, mitigation, policy
implementation, community, sustainable

development goals, nurses, productivity,

communication.

Kata kunci berikutnya terdeteksi
warna  tosca  yang menunjukkan
keterbaruan pada perkembangan tahun
2018-2023 yang berada pada posisi 1
tingkat di bawah kata kunci yang terdeteksi
warna hijau . Kata kunci yang terdeteksi
warna tosca, antara lain: twitter, training,
public policy, implementation, knowledge,
collaborative  governance, west java,
community participation, floods,

community.



Kata kunci berikutnya terdeteksi
warna biru yang menunjukkan keterbaruan
pada perkembangan tahun 2018-2023 yang
berada pada posisi 1 tingkat di bawah kata
kunci yang terdeteksi warna tosca . Kata
kunci yang terdeteksi warna biru, antara
lain: system dynamic, flood, strategy,

preparedness, participatory mapping.

Kata kunci berikutnya terdeteksi
warna ungu yang menunjukkan keterbaruan
pada perkembangan tahun 2018-2023 yang
berada pada posisi 1 tingkat di bawah kata
kunci yang terdeteksi warna biru. Kata
kunci yang terdeteksi warna ungu, antara
disaster

lain:  covid-19, evaluation,

mitigation, how to cite, watershed.

Dimensi Proses Collaborative
Governance dalam Mitigasi Bencana

Banjir di Indonesia

Dimensi  proses  pelaksanaan
collaborative governance pada mitigasi
banjir di Indonesia yang sering muncul
adalah commitment to a common purpose
yaitu sebesar 25%. Dimensi paling banyak
yaitu commitment to a common purpose
ditulis di sinta 3 dan 4 dari sitasi
(Widyaningsih, 2021a), (Dirga & Djafar,
2023), (Riska et al.,, 2023), (Hasna &
Darumurti, 2023), (Hidayatullah et al.,

2023a).

Komitmen terhadap tujuan bersama
menjadi kunci dalam pelaksanaan tata
kelola kolaboratif, di mana setiap lembaga
yang terlibat harus saling berkomitmen
terhadap visi dan misi yang diusung. Visi
dan misi ini kemudian diimplementasikan
melalui program kerja yang fokus pada
pengurangan risiko bencana, baik dari segi
struktural maupun non-struktural. Menurut
teori Edward Deseve (DeSeve, 2007),
pencapaian  tujuan  bersama  sangat
tergantung pada adanya komitmen dari
semua pihak yang terlibat. Agar tujuan ini
dapat terwujud secara efektif dan efisien,
penting untuk melibatkan semua pemangku
kepentingan dalam proses kerjasama.
Selain itu, mereka juga harus memahami
kepentingan bersama, hubungan timbal
balik, dan tanggung jawab yang diemban.
Kesadaran akan hal ini sangatlah penting,
karena tanpa komitmen yang nyata untuk
mencapai tujuan yang diinginkan, proses
kerjasama tidak akan memiliki arah dan

tujuan yang jelas.

Diskusi Dimensi Proses Pelaksanaan
Collaborative Governance Pada Mitigasi

Banjir di Indonesia
a. Networked Structure

Salah satu cara yang dapat
dilakukan untuk mencapai tujuan yang
diinginkan dalam pelaksanaan proses

kolaborasi  dapat dilakukan  dengan



membangun jaringan (Hasna & Darumurti,
2023) bahwa Pemerintah Kota Pekalongan
dan Yayasan BINTARI, sebuah lembaga
swadaya masyarakat, telah membangun
semacam jaringan yang berjalan dengan
prinsip pemerintahan sendiri. Dalam
kerjasama ini, kedua elemen tersebut saling
berbagi sumber daya, bertukar ide, dan
memperbincangkan  berbagai  persepsi.
Meskipun  demikian, mereka tetap
mematuhi  kesepakatan bersama yang
mengatur tugas pokok dan fungsi masing-
masing. Kolaborasi ini bersifat inklusif dan
tidak terpengaruh oleh monopoli. Lebih
lanjut, penelitian (Hidayatullah et al., 2023)
menunjukkan ~ bahwa  pembangunan
jaringan tidak hanya menjadi tanggung
jawab pemerintah, khususnya BPBD Kota
Semarang dan Dinas Pekerjaan Umum,
tetapi juga melibatkan kontribusi dari pihak
swasta dan berbagai pemangku
kepentingan lainnya. Pendekatan ini sejalan
dengan teori Edward Deseve (DeSeve,
2007) yang menekankan pentingnya
struktur jaringan untuk menghubungkan
berbagai elemen agar dapat bekerja sama
mencapai  tujuan  bersama. Dengan
demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa
adanya struktur jaringan sangat penting
untuk menjalin hubungan antara berbagai
unsur, sehingga bisa meraih tujuan yang
diinginkan. Proses terbentuknya struktur
jaringan dalam konteks collaborative

governance di antara para partisipan

menunjukkan bahwa indikator struktur
jaringan memainkan peran kunci dalam
mendukung kelancaran proses tata kelola

yang kolaboratif.

b. Commitment to a Common Purpose

(Komitmen Terhadap Tujuan)

Komitmen terhadap tujuan bersama
menegaskan bahwa dalam pelaksanaan
pengelolaan kolaboratif, penting untuk
adanya kesepakatan dan dedikasi di antara
lembaga-lembaga yang berkolaborasi, yang
didasarkan pada visi dan misi yang serupa.
Penelitian yang dilakukan (Hidayatullah et
al., 2023) menunjukkan bahwa tanpa
adanya komitmen yang serius untuk
mencapai tujuan yang diinginkan, BPBD
Kota Semarang tidak akan mampu
memberikan arahan dan tujuan yang jelas
dalam proses kerjasama. Hal ini sejalan
(Hasna & Darumurti, 2023) yang
membuktikan bahwa Pemerintah Kota
Pekalongan dan LSM Yayasan BINTARI
berbagi visi dan misi yang sama dalam
penanganan bencana banjir di Pekalongan.
Mereka berkomitmen untuk mengelola
situasi ini dengan sebaik-baiknya, agar
masyarakat dapat lebih siap menghadapi

kemungkinan banjir di masa depan.

Namun, penelitian yang dilakukan
oleh (Riska et al., 2023) berpendapat bahwa
belum ada

kesepakatan =~ mengenai

pelaksanaan kerja sama penanganan banjir,



penanggulangan banjir dilaksanakan sesuai
tugas dan  fungsi = masing-masing
kewenangan. Penelitian (L. Hazimah et all.,
2024) berpendapat bahwa komitmen
kepada setiap pemangku kepentingan harus
diwujudkan dalam prosedur yang jelas, adil
dan transparan. Pendekatan ini sejalan
dengan teori Edward Deseve (DeSeve,
2007), yang menekankan bahwa untuk
mencapai tujuan bersama, dibutuhkan
komitmen kolektif dari semua pihak
terlibat.  Dengan  demikian,  dapat
disimpulkan bahwa para pemangku
kepentingan telah menyepakati pentingnya
kerjasama, yang pada gilirannya akan

mendukung pencapaian tujuan bersama

tersebut.

c. Trust Among the Participants

(Kepercayaan dalam proses)

Kepercayaan  terhadap  proses
kerjasama merupakan salah satu faktor
pendukung terpenting dalam keberhasilan
kolaborasi  tersebut. Penelitian yang
dilakukan (Hidayatullah et al., 2023)
menunjukkan bahwa BPBD Pemerintah
Kota Semarang memberikan kesempatan
kepada masyarakat dan pihak swasta untuk
berkontribusi ~ secara  aktif = dalam
penanganan banjir di lingkungan mereka
masing-masing. Penelitian menunjukkan
bahwa dalam proses kerjasama ini, semua

pihak telah membangun rasa saling percaya

di antara para pemangku kepentingan.

Kepercayaan ini menjadi faktor kunci
dalam kolaborasi, yang tercermin dari
semangat gotong royong yang berkembang.
Penelitian yang dilakukan oleh (Hasna &
Darumurti, 2023) juga menunjukkan bahwa
usaha untuk membangun kepercayaan
antara Pemerintah Kota Pekalongan dan
LSM Yayasan BINTARI terwujud melalui
penandatanganan Nota Kesepahaman pada

24 Juni 2022.

Penelitian (L. Hazimah et all., 2024)
berpendapat bahwa prinsipnya, para
pemimpin kelompok dalam suatu instansi
harus mampu membangun kepercayaan
dengan pegawainya agar dapat memperkuat
kepercayaan antar pemain yang terlibat.
Penelitian (Riska et al.,, 2023) juga
berpendapat bahwa pelaksanaan kolaborasi
dalam penanggulangan banjir dilaksanakan
dengan musyawarah atau rapat secara tatap

muka antar pemangku kepentingan.

Hal ini sejalan dengan teori Edward
Deseve (DeSeve, 2007) yang menekankan
pentingnya rasa saling percaya antar
pemangku kepentingan dalam mencegah
ketidakpercayaan guna mencapai tujuan
bersama.

Dengan  demikian, dapat

disimpulkan bahwa kepercayaan
merupakan sebuah hubungan profesional
yang terjalin di antara institusi-institusi
yang terlibat setelah kesepakatan perjanjian

kerjasama.



d. Access to Authority (Akses terhadap

kekuasaan)

Proses kerjasama melibatkan sejumlah
ketentuan yang disepakati dan diikuti oleh
semua pihak yang terlibat. Penelitian yang
dilakukan (Hidayatullah et al., 2023a)
menunjukkan bahwa BPBD Pemerintah
Kota Semarang memberikan kesempatan
kepada masyarakat dan pihak swasta untuk
berpartisipasi  secara  aktif = dalam
penanganan banjir di wilayah mereka
masing-masing. Selain itu, (Hasna &
Darumurti, 2023) membuktikan bahwa
dalam kerjasama antara Pemerintah Kota
Pekalongan dan LSM Yayasan BINTARI
telah didukung oleh regulasi dan landasan
hukum yang jelas, seperti RPJMD Kota
Pekalongan, RPJP Kota Pekalongan, RKPD
Daerah, serta Prosedur Operasional Standar
Pelaksanaan Mitigasi yang merujuk pada
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana. Ini
sejalan dengan teori Edward Deseve
(DeSeve, 2007) yang menekankan bahwa
dalam  proses  kerjasama,  terdapat
serangkaian prosedur yang harus diterima

dan ditkuti oleh semua pemangku

kepentingan.

e. Information Sharing (pembagian

informasi)

Program  kerja  sama  harus

memastikan bahwa informasi mengenai

kegiatan kolaborasi ini dapat
disebarluaskan kepada pihak-pihak di luar
lembaga yang terlibat. Penelitian yang
dilakukan oleh (Hidayatullah et al., 2023)
menunjukkan bahwa pemerintah
memanfaatkan situs web dan media online
secara optimal sebagai sarana untuk
menyampaikan informasi tentang
penanganan banjir di Kota Semarang.
Dalam penelitian yang dilakukan (Hasna &
Darumurti, 2023) dikemukakan bahwa
salah satu kelebihan pendekatan kedua
adalah kemudahan penyebaran informasi
melalui media sosial, yang dapat diakses
oleh masyarakat umum. Namun, perlu
diingat bahwa informasi yang disampaikan
cenderung bersifat permukaan dan hanya
memberikan gambaran umum. Hal ini
sejalan dengan teori (DeSeve, 2007) yang
menekankan pentingnya program
kerjasama dalam menjamin penyebaran
informasi kepada pihak-pihak di luar
lembaga peserta. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa fokus utama dari
pertukaran  informasi  adalah  pada
penyebaran informasi kepada audiens yang

lebih luas.

f. Access to Resources (akses terhadap

sumber daya)

Akses terhadap sumber daya,
terutama sumber daya manusia, diakui oleh
masyarakat sebagai salah satu faktor

pendukung yang sangat penting. Penelitian



yang dilakukan oleh (Hasna & Darumurti,
2023) menunjukkan bahwa Pemerintah
Kota Pekalongan bekerja sama dengan
LSM Yayasan BINTARI untuk saling
berbagi sumber daya demi mencapai tujuan
bersama dalam mitigasi bencana banjir di
kota tersebut. Penelitian (Hidayatullah et
al., 2023) membuktikan bahwa Walikota
Hendrar Prihardi, dengan slogan "Bergerak
Bersama Menuju Semarang Hebat," telah
sukses menciptakan pemerintahan yang
baik dan berkolaborasi dengan masyarakat
Kota Semarang dalam upaya mengatasi
masalah banjir. Pendekatan ini sejalan
dengan teori Edward Deseve mengenai
akses terhadap sumber daya manusia.
Menurut Deseve (DeSeve, 2007), proses
kolaborasi  memerlukan  ketersediaan
sumber daya finansial, teknis, dan manusia

agar tujuan bersama dapat tercapai.
Kesimpulan

1. Perkembangan publikasi bidang
collaborative governance dalam
penanggulangan bencana banjir di
Indonesia menunjukkan
peningkatan dari tahun ke tahun,
dengan publikasi terbanyak pada
periode tahun 2018 hingga tahun
2023 yaitu pada tahun 2023
sebanyak 156 publikasi. Publikasi
paling sedikit terjadi pada tahun
2018 dan 2020, masing-masing
sebanyak 19 dan 36 publikasi.

Berdasarkan pengembangan
publikasi dengan topik
Collaborative ~ Governance  di
bidang penanggulangan bencana
banjir di Indonesia, posisi teratas
jurnal  dipegang oleh  Jurnal
Administrasi  Publik dengan 3
publikasi  terindeks Sinta 5.
Berdasarkan kata kunci yang
dianalisis menggunakan
VosViewers terdapat kata kunci
yang lebih menonjol daripada kata
kunci lainnya. Kata kunci “disaster”
terdeteksi lebih menonjol daripada
kata kunci lainnya. Berdasarkan
tren perkembangan kata kunci,
terdeteksi kata kunci dengan warna
kuning yang menunjukkan
keterbaruan penelitian tahun 2018-
2023 yaitu flash flood, governance,
flash rob, environmental education,

risk.

Temuan utama dari hasil tersebut
adalah  terdapat  pembelajaran
penting yang dapat dipetik dari
Collaborative Governance untuk
mitigasi bencana banjir, yaitu
dimensi-dimensi dari Collaborative
Governance untuk mitigasi bencana
banjir. Analisis yang dilakukan
peneliti mengungkapkan, ada enam
aspek yang perlu diperhatikan dan

menjadi dimensi dalam tata kelola



kolaboratif mitigasi bencana banjir,
antara lain: Struktur jaringan
(network  Structure), Komitmen
terhadap tujuan bersama
(commitment to goal), Kepercayaan
antar peserta (kepercayaan pada
proses), Akses terhadap otoritas
(access to power), Berbagi
informasi (sharing information),
Akses terhadap sumber daya

(access to resources).
Rekomendasi

Penelitian ini telah menyajikan hasil
Systematic Literature Review dari google
scholar perihal tren penelitian dalam topik
Collaborative ~ Governance  Mitigasi
Bencana Banjir untuk menemukan
dimensi-dimensi yang banyak didiskusikan
dalam artikel collaborative governance
mitigasi banjir di Indonesia. Sehingga dari
hasil temuan tersebut, peneliti memberikan
rekomendasi sebagai bahan pertimbangan

untuk penelitian selanjutnya.

1. Penelitian mengenai Collaborative
Governance  Mitigasi  Bencana
Banjir di Indonesia tergolong cukup
peminat. Namun, masih terjadi naik
turun jumlah penelitian menurut
dokumen yang terpublikasi. Selain
itu, penelitian terdahulu tentang
collaborative governance mitigasi

bencana banjir di Indonesia, metode

yang digunakan mayoritas
menggunakan metode yang sama
yaitu metode kualitatif tanpa ada
kebaruan. Oleh karena itu, untuk
studi  selanjutnya  seharusnya
menggunakan metode yang baru
untuk mengatasi persoalan tersebut.
Kebaruan metode yang dapat
digunakan sebagai alat untuk
menganalisis topik collaborative
governance mitigasi bencana banjir
di Indonesia adalah metode

systematic literature review (SLR)

Dimensi-dimensi dalam tata kelola
kolaboratif untuk mitigasi bencana
banjir mencakup beberapa elemen
penting, seperti struktur jaringan,
komitmen terhadap proses,
kepercayaan antar peserta, akses
kepada otoritas, pertukaran
informasi, serta  ketersediaan
sumber daya. Upaya yang
dilakukan agar program tata kelola
risiko banjir yang kolaboratif dapat
berjalan efektif, para pemangku
kepentingan perlu berkomitmen
untuk bekerja sama dengan berdasar
pada visi dan misi yang sama. Visi
dan misi ini kemudian dirumuskan
lebih lanjut dalam program kerja
pengurangan risiko bencana, yang
mencakup pendekatan struktural

maupun non-struktural.



Berdasarkan dimensi-dimensi

dalam collaborative governance
mitigasi  bencana  banjir  di
Indonesia, terdapat salah satu
dimensi yaitu acces to authority
yang memiliki presentase paling
kecil. Hal ini menunjukkan belum
banyak peneliti yang meneliti
tentang dimensi acces to authority.
Oleh karena itu, untuk studi
selanjutnya, direkomendasikan
untuk meneliti lebih lanjut tentang
acces to authority pada dimensi

collaborative governance mitigasi

bencana banjir di Indonesia.
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